
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum dan Negara dalam konsepsi Negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu Negara yang mengkultuskan system ketatanegaraannya sebagai Negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan di Negara tersebut. 
Pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan bernegara. Tujuan bernegara bangsa Indonesia adalah sesuai dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 Tujuan bernegara bangsa Indonesia adalah perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Apabila tujuan bernegara sudah tercapai, penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik. Penyelenggaraan suatu pemerintahan mempunyai maksud agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu sangat dibutuhkan kepastian hukum untuk menjalankan roda pemerintahan dalam sistem ketatanegaran. Untuk itu pemerintah perlu fokus terhadap perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan kepastian hukum serta menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi.

Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Hal ini terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

Istilah omnibuslaw mulai muncul pada awal pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, yang disampaikan pada saat pidato pelantikan Presiden Joko Widodo dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo ketika itu menyampaikan salah satu program kerja yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi yang ditawarkan pemerintah adalah dengan menggunakan metode omnibuslaw, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang.

Kebijakan politik yang dilakukan presiden Joko Widodo dapat dikatakan sebagai keberlanjutan dari kebijakan reformasi hukum melalui penataan regulasi, dengan cara membenahi peraturan perundang-undangan yang dinilai menyulitkan dan tumpang tindih.
 Ini sejalan dengan konsep Jeremy Bentham yang menyatakan semua pemerintah termasuk lembaga parlemen yang mempunyai otoritas untuk membuat undang-undang pasti mempunyai niat yang baik, untuk membahagiakan masyarakatnya sehingga semua undang-undang yang akan dibuat pasti akan ada manfaatnya.

Omnibus law merupakan konsep terbaru dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Omnibus law dikenal dengan sapu jagat dikarenakan dapat melakukan pemangkasan beberapa peraturan Undang-Undang menjadi satu peraturan. Negara Indonesia merupakan Negara yang mempunyai peraturan terbanyak. Pada tahun 2019 telah mencapai angka 50.000 peraturan. Omnibus law menitikberatkan pada pemangkasan peraturan menjadi lebih sederhana dengan melakukan pencabutan dan perubahan banyak regulasi sekaligus. Omnibus Law memiliki tujuan baik untuk penyederhanaan peraturan yang dianggap bermasalah dan membingungkan serta tidak efektif.

Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja Undang-Undang Cipta Kerja usulan pemerintah sudah dimulai pembahasannya sejak 17 Desember 2019. Saat itu, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masuk ke dalam 248 Program Legislasi Nasional jangka menengah tahun 2020-2024 yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam waktu yang sama, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga disahkan dalam 50 Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas tahun 2020.
 Proses perancangan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pun penuh dengan polemik dan menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Sebagian kelompok yang kontra, berpandangan bahwa substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan keresahan, perumusan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak transparan dan pengesahannya dianggap terlalu tergesa-gesa.

Di tengah terjadinya pro dan kontra dan berbagai aksi penolakan yang masih bergulir di tengah masyarakat, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tetap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari senin, tanggal 5 Oktober 2020 menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja yang tercatat sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 tahun 2020. 
Pada proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja memang menuai banyak kontroversi dan dianggap sebagai praktik legislasi yang buruk. Dikatakan sebagai proses legislasi yang buruk, karena didalam proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat (Unconstitutionally Cundition), yang di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tedapat beberapa catatan penting di dalam pertimbangan hukum putusan Mahamah Konstitusi tersebut. Pertama, absennya partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan tata cara Pembentukan Undang-Undang yang diatur di dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, yang “didelegasikan” teknis pelaksanaanya kepada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 dan Nomor 15 Tahun 2019, Mahkamah Konstitusi mencatatkan sejarah untuk kali pertama mengabulkan permohonan uji formil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 
Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja yang mengabulkan permohonan uji formil tersebut merupakan preseden baik, dan sejalan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan wewenangnya pengawasan dan pengkoreksi (checks and balance) atas Undang-Undang yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif.
 

Seperti yang dirumuskan oleh Soeprapto, mensyaratkan undang-undang yang baik harus memenuhi syarat secara formal, antara lain mempunyai tujuan yang jelas, ada kebutuhan untuk mengatur masalah tersebut, diproses melalui lembaga yang tepat, dirumuskan dalam materi pengaturan yang tepat, serta mempunyai kemungkinan untuk bisa dilaksanakan. Sedangkan secara materil, harus sesuai dengan cita hukum dan sejalan dengan norma fundamental negara, sesuai dengan arahan konstitusi, sesuai dengan konsep negara hukum, dan menjunjung prinsip pemerintahan sesuai dengan undang-undang dasar.

Musthafa Kamal Pasha mengemukakan bahwa sumber hukum materiil biasanya diartikan sebagai bahan yang menentukan isi suatu kaidah atau norma hukum yang diperlukan oleh para pembuat hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah hukum dalam arti produk yang telah memiliki bentuk, terutama yang telah berlaku dan mengikat.

Mahkmah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Didalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan dalam waktu dua tahun, eksekutif dan legislatif harus memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja agar proses pembentukannya sesuai dengan asas-asas dan pedoman yang diatur oleh Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 
Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja harus dilakukan secara taat asas. Hal ini dikarenakan keberadaan asas-asas harus dipandang sebagai sebuah inspirasi normatif yang wajib diperhatikan ketika Perancang Peraturan Perundang-undangan melakukan aktifitas perancangan peraturan perundang-undangan.
 

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, baik eksekutif dan legislatif perlu memperbaiki proses partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Konsultasi publik yang pernah dilakukan untuk sosialisasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang pernah dilakukan, perlu diperluas jangkauan para pemangku kepentingannya, dan memperbaiki metodenya. Sehingga konsultasi publik tersebut berjalan efektif, dan mampu menyerap aspirasi para pemangku kepentingan khususnya kelompok-kelompok yang terdampak dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Berdasarkan keresahan yang muncul dikalangan masyarakat tentang proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Implikasi Hukum Legalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 inskonstitusional secara bersyarat?
2. Bagaimana Implikasi Hukum dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 inskonstitusional secara bersyarat.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana Implikasi Hukum dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis.
1. Secara Teoritis
Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah dapat dijadikan dasar masukan untuk meningatkan program latihan yang akan dibuat oleh mahasiswa dan diberikan untuk para dosen, serta instansi. 

2. Secara Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam memberikan prespektif hukum yang baru untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan Implikasi Hukum Legalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas metode omnibuslaw.
E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema Undang-Undang Cipta Kerja sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Untuk menggabarkan posisi penelitian ini dihadapan penelitian yang sudah ada, berikut peneliti ilustrasikan:

1. Surya Mukti Pratama, Adrian E. Rompis dan R. Adi Nurzaman, Jurusan Fakultas   Hukum Universitas  Padjadjaran yang berjudul “KEWENANGAN PTUN DALAM MEMERIKSA SURAT PRESIDEN TENTANG RUU CIPTA KERJA DAN IMPIKASI PUTUSANNYA”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa Surat Presiden tentang Rancangan Undnag-Undang Cipta Kerja karena Surat Presiden tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang untuk dikualifikasi sebagai objek Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha negara (KTUN)/Beschikking. 
Dapat diketahui pula, kalaupun putusan Peradilan Tata Usaha Negara atau pengadilan banding dan kasasi dalam kerangka judicial activism menerima dan mengabulkan gugatan Surat Presiden tentang Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. 

Maka putusannya tidak serta merta dapat berimplikasi secara langsung terhadap pembatalan validitas/keabsahnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, karena pembatalan validitas/keabsahan suatu undang-undang tidak menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Mahkamah Agung, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui pengujian materil dan pengujian formal. Selama Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tetap absah dan mengikat.

2. Mailinda Eka Yuniza, Universitas Gadjah Mada yang berjudul “PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SETELAH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DIUNDANGKAN”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja telah menyederhanakan proses penetapan berlakunya suatu keputusan fiktif positif. Namun di sisi lain,  ketentuan terkait keputusan fiktif positif dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan memperbanyak pengajuan permohonan fiktif positif tanpa disertai persyaratan yang mencukupi. 
Tantangan juga muncul terkait kepastian hukum atas klaim masyarakat yang menyatakan permohonannya otomatis berlaku, karena tidak lagi adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat memaksa pemerintah untuk mengeluarkan keputusan penerimaan permohonan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat potensi ketidakadilan yang terjadi terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh suatu keputusan fiktif positif. Untuk mengatasinya diperlukan lembaga lain untuk menggantikan peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan berlakunya suatu keputusan fiktif positif.

3. Agus Suntoro, Komnas HAM RI yang berjudul “IMPLEMENTASI PENCAPAIAN SECARA PROGRESIF DALAM OMNIBUS LAW CIPTA KERJA”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membentuk omnibus law melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, regulasi ini ditujukan untuk peningkatan ekosistem motivasi dengan merubah, menghapus dan membentuk norma baru dari berbagai sektoral.

Proses penyusunan regulasi dinilai tertutup, publik baru mengetahui norma-norma ketika naskah akademik dan draf disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada 12 Februari 2020, ternyata substansi omnibus law berimplikasi pada potensi pemunduran dalam perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian ini berkesimpulan bahwa implementasi progressive realization yang seharusnya menuju pada pemenuhan hak secara penuh dalam bidang ekosob justru mengalami pemunduran. Secara substansi materi dalam omnibus law masih mengabaikan norma hak asasi manusia terutama indikasi penurunan kondisi layak dan adil dalam aspek ketenagakerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena data yang digunakan lebih banyak menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peniliti melalui pihak lain atau dari sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Contoh data sekunder misalnya dokumen hukum, publikasi berita, media informasi, laporan lembaga hukum, koran.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

5. Metode Anilis Data

Metode anilis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto Anilisis data kualitatif adalah suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ini lebih menekankan anilisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta anilisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Dan menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Implikasi Hukum Legalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, akan dibuat sistematika yang terdiri dari :
1. BAB I PENDAHULUAN, Bab ini memuat (a) latar belakang permasalahan, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) tinjauan pustaka, (f) metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL, Bab ini memuat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul.
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini memuat uraian data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan, serta pembahasan yang menjawab permasalahan skripsi ini.
4. BAB IV PENUTUP, Bab ini memuat kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya.
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